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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor pengantaran makanan daring diperkirakan tumbuh sebesar 11,5% setiap tahunnya dari
tahun 2020 sampai 2024. Penjualan makanan mewakili 27,85% seluruh penjualan e-commerce
di tahun 2018, menjadikannya kategori terbesar di perdagangan melalui sistem elektronik.

Jasa pesan antar makanan daring memperluas pilihan dan menambah kenyamanan bagi
konsumen. Selain itu, sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi
untuk parapenjualdan pengantar. Akantetapi,tidak adanya hubungan langsung antarakonsumen
dengan penjual karena adanya jasa pesan antar yang merupakan pihak ketiga memunculkan
tantangan keamanan tersendiri.

Tanggung jawab untuk standar keamanan, sertifikasi pra-pasar, dan pengawasan pasca-pasar
ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah
kota/kabupaten. Proses registrasi yang rumit membuat pelaku usaha kecil enggan mendaftarkan
bisnis mereka secara resmi sebelum memasuki pasar, sementara itu kurangnya kapasitas dan
koordinasi di antara institusi pemerintah menyebabkan sulitnya pengawasan pasca-pasar
yang efektif. Kondisi tersebut memiliki konsekuensi nyata—setengah dari makanan yang tidak
terdaftar di Indonesia ditemukan tidak aman untuk dikonsumsi.

Untuk memperkuat sistem keamanan makanan pada jasa antar makanan daring, pemerintah
kota dan kabupaten harus mengurangi hambatan masuk pasar bagi unit usaha rumah tangga.
Proses sertifikasi pra-pasar harus sederhana, mengedukasi penjual tentang standar keamanan
pangan, dan memfasilitasi pengawasan serta penelusuran isu-isu keamanan pangan.

Pengaturan bersama dengan pihak swasta perlu untuk dimasukkan dalam kerangka kerja
regulasi keamanan pangan. Pengaturan bersama tersebut menjawab kesulitan pelaksanaan
umum keamanan pangan dan melengkapi penyelenggaraan peraturan dengan inisiatif sektor
swasta. Hal ini harus diakui dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan
Pangan dan Obat-Obatan.

Terakhir, pengantaran makanan olahan sebaiknya dikecualikan sementara dari kebijakan
pengurangan plastik pemerintah daerah, sementara kebijakan yang sudah ada perlu dievaluasi
kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus pengusaha pangan serta berbagai
jenis dan karakteristik kantong plastik. Plastik yang dapat terurai tetap menjadi pilihan untuk
pengusaha makanan. Pemerintah harus memberikan insentif untuk hadirnya inovasi alternatif
yang kuat dan tahan lama pengganti plastik.




PERUBAHAN POLA KONSUMSI PANGAN DI
INDONESIA

Ilmu dan teknologi pangan modern telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem
pengolahan pangan. Produk yang dikemas, diberikan merek, dan siap untuk dikonsumsi,
untuk diminum, atau untuk dipanaskan ‘cepat’ atau ‘praktis’ menjadi semakin populer di
kalangan konsumen. Sistem klasifikasi makanan NOVA', yang digunakan secara luas dalam
literatur ilmiah dan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa,
mengklasifikasikan pangan menjadi empat kelompok (Monteiro et al., 2019):

e Kelompok 1: Pangan non-olahan atau diproses minimal, termasuk makanan segar
dan bahan mentah, seperti buah, sayur, telur, susu segar, dan biji-bijian;

¢ Kelompok 2: Bahan baku olahan yang melewati tahap seperti tekanan, pemurnian,
penggilingan, penghalusan, dan pengeringan, seperti minyak, mentega, gula, dan
garam;

¢« Kelompok 3: Pangan olahan yang melewati berbagai pengawetan atau metode
masak, seperti makanan panas, kacang atau biji-bijian yang diberikan garam
atau gula, dan roti yang tidak dikemas. Makanan apa saja yang disiapkan dengan
menambahkan bahan baku dari kelompok 2 dan kelompok 1 dianggap sebagai
olahan;

¢ Kelompok 4: Pangan ultra-olahanyang dibuat melalui prosesindustrial, kebanyakan
membutuhkan peralatan dan teknologi yang canggih, seperti camilan dalam
kemasan, minuman ringan berkarbonasi, makanan siap saji yang bisa dipanaskan,
roti dalam kemasan yang diproduksi secara masal, mie instan, dan banyak lagi.

Kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB Indonesia tumbuh dari 5,32% pada
2014 menjadi 6,45% pada 2019, didukung oleh pertumbuhan konsumsi makanan olahan
dan ultra-olahan (Badan Pusat Statistik, 2020; Tenggara Strategic & Centre for Strategic and
International Studies, 2019). Penjualan makanan ultra-olahan yang sudah dikemas pada retail
modern tumbuh lebih dari 40% antara 1998 dan 2010. Tren ini cenderung akan terus berlangsung
dengan perkiraan kenaikan pada preferensi konsumen untuk kepraktisan yang menghemat
waktu (Dyck, Woolverton & Rangkuti, 2012).

Antara 2017 dan 2019, konsumsi makanan olahan atau ultra-olahan meningkat sebanyak 9,63%
(Kementerian Pertanian, 2019). Sekitar 30% pengeluaran bulanan untuk makanan dan 21%
asupan kalori didapatkan dari ‘makanan dan minuman olahan’, termasuk makanan olahan yang
dibeli di toko dan makanan dari layanan katering (Vermeulen et al., 2019). Penemuan tersebut
konsisten dengan studi lainnya di Jakarta yang menemukan bahwa makanan non-olahan masih
mendominasi angka konsumsi (57,20%), sementara makanan olahan dan ultra-olahan mencapai
angka 21,20% (Setyowati et al., 2018).

"NOVA adalah nama, bukan singkatan.
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Cara konsumen membeli makanan juga berubah. Koneksi internet dan adopsi
Koneksi internet dan teknologi telah memfasilitasi munculnya pemesanan dan pengantaran makanan

: . daring melalui aplikasi pasar daring atau marketplace (platform yang menjual
adopsi teknologi y plikasi p 9 place (p yang men;

. . barang termasuk makanan, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee), aplikasi
telah memfasilitasi

aggregator makanan (platform yang menawarkan akses ke berbagai restoran dan
munculnya mengurus logistik pengantaran, seperti GoFood dan GrabFood), pengantaran dari
pemesanan dan restoran ke konsumen (platform yang dimiliki oleh restoran itu sendiri, seperti Pizza
pengantaran Hut Delivery), media sosial (Instagram dan Facebook), dan aplikasi pengiriman pesan
(WhatsApp). Platform-platform tersebut secara kolektif berlaku sebagai pihak ketiga

makanan daring.
akanan da 9 dalam pengantaran makanan daring.

Di seluruh Asia Tenggara, Gross Merchandise Value (GMV) pengantaran makanan
daring telah melonjak hingga hampir 15 kali antara tahun 2015 dan 2019 dan mencapai nilai
sekitar USD 6 miliar. Nilai tersebut diperkirakan akan melewati angka USD 20 miliar pada 2025
(Google et al., 2019). GoFood mengklaim telah memproses USD 2 miliar untuk Gross Transaction
Value (GTV) tahunan, menjadikannya layanan pengantaran makanan terbesar di Asia Tenggara
pada 2019 (Gojek, 2020a; Vermeulen et al,, 2019; Wawancara 12).

Di Indonesia, jasa pesan antar makanan daring diperkirakan tumbuh sebesar 11,5% setiap
tahunnyadaritahun 2020 sampai 2024 (Statista, 2020). Makanan (non-olahan, bahan baku olahan,
olahan, dan ultra-olahan) berkontribusi sebesar 27,85% terhadap seluruh penjualan e-commerce
pada 2018, proporsi terbesar dari semua kategori di e-commerce (Badan Pusat Statisik, 2019).
Survei Nielsen di enam area perkotaan dengan populasi terbanyak di Indonesia (Jabodetabek,
Semarang, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Medan) menemukan 41% responden pernah
memesan pengantaran makanan, dan 85% dari responden tersebut memesannya melalui
GoFood, GrabFood, atau aplikasi sejenis (Nielsen Company, 2019).

Kode promosi dan kampanye pemasaran semakin mendorong penggunaan layanan pesan antar
makanan (Google et al.,, 2019). Grab Indonesia melaporkan peningkatan transaksi GrabFood
sebanyakan 4% dalam pemesanan tunggal dan 7% dalam basket size (jumlah barang dalam
satu pesanan tunggal) antara Oktober 2019 dan Maret 2020 (Grab Indonesia, 2020a). Bahkan
beberapa waktu terakhir, pandemi Covid-19 telah semakin mendorong penggunaan layanan
pesan antar makanan daring. Berhubung restoran dan kafe tutup untuk makan di tempat, maka
pembelian makanan untuk dikonsumsi di rumah melalui platform e-commerce telah meningkat.
McKinsey (2020a) melaporkan bahwa 34% konsumen yang mereka survei lebih banyak memesan
pengantaran makanan daring selama krisis ini.

Pesan antar makanan daring menciptakan kesempatan untuk banyak masyarakat Indonesia.
Jasa tersebut memperluas pilihan dan kenyamanan dengan memperbanyak pilihan makanan
yang tersedia bagi konsumen karena di dalamnya termasuk restoran, penjual makanan rumahan,
pujasera, dan kios kaki lima (Hirschberg et al., 2016; Google et al., 2019; Wawancara 4 & 10).

Pesan antar makanan daring juga membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan wirausaha
bagi penjual dan pengantar. Misalnya, pedagang usaha kecil dan menengah (UKM) GoFood
berkontribusi sekitar Rp18 triliun (USD 1,26 miliar)? pada perekonomian Indonesia di tahun

?Makalah ini menggunakan kurs nilai tukar USD 1 = Rp14.247,68, kurs rata-rata antara Januari 2018 hingga Maret 2020.




2018 dan 93% pedagang melaporkan peningkatan volume transaksi (LD FEB Ul, 2019).
Studi lainnya pada tahun 2018 tentang aplikasi aggregator makanan GrabFood menemukan
bahwa pedagang makanan berkontribusi sebesar Rp20,8 triliun (USD 1,46 miliar) terhadap
perekonomian Indonesia, dan 82% pedagang mikro dan kecil GrabFood berasal dari sektor
informal serta tidak memiliki izin usaha (Tenggara Strategics & Center for Strategic and
International Studies, 2019). Platform digital dan armada pengantar yang besar telah
membantu kios makanan mikro dan kecil untuk menyediakan layanan pengantaran
berbasis permintaan yang sebelumnya tersedia hanya di sedikit restoran cepat saji.

Dilain pihak, pesan antar makanan daring menimbulkan tantangan keamanan pangan (Mahmoud,
2019; Food and Drug Administration, 2020; Wawancara 1, 2,3, 4 & 10). Keamanan pangan mengacu
ke penanganan, penyiapan makanan, serta kondisi dan praktik penyimpanan dari produsen ke
konsumen yang bertujuan untuk menghindari kontaminasi dan penyakit keracunan makanan
(Australian Institute of Food Safety, 2020; FAO, 2019; USDA, 2019; Wawancara 4 & 10). Penyakit
keracunan makanan disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia yang masuk
ke tubuh melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Penyakit keracunan makanan bisa
menyebabkan hilangnya pendapatan, peningkatan biaya perawatan kesehatan, dan biaya hukum
(WHO, 2020; FAQ, 2017; Wawancara 4). Keracunan makanan yang berulang dapat menyebabkan
malnutrisi akut dan kehilangan nyawa, terutama di kalangan balita dan anak kecil (FAQ, 2017).

Secara umum, keamanan pangan di Indonesia dinilai buruk (Wawancara 3, 4 & 7). The Global
Food Security Index 2019 (EIU, n.d.) menempatkan kualitas dan keamanan pangan Indonesia di
peringkat 84 dari 113 negara, di belakang negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Myanmar,
dan Filipina.

Penyakit keracunan makanan di Indonesia tetap tidak dilaporkan seluruhnya, tetapi beberapa
statistik mungkin bisa memberikan ilustrasi perluasan masalahnya (Agustina, 2015; Wawancara
4 & 7). Dari tahun 2000 sampai 2015, Indonesia mencatat 61.119 kasus penyebaran keracunan
makanan, berakhir dengan 219 kematian yang dilaporkan. “Penyebaran” mengacu ke dua atau
lebih pasien yang menderita wabah keracunan makanan serupa yang disebabkan oleh mencerna
makanan yang sama (Arisanti et al., 2018). Kejadian lain yang terkait adalah laporan kasus diare,
yang meskipun bisa disebabkan oleh hal lain (sanitasi buruk, dan penyakit lainnya), namun
seringkali juga merupakan gejala umum keracunan makanan (Wawancara 7). Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan melaporkan ada lebih dari 1 juta kasus diare di
seluruh Indonesia pada tahun 2018 (Kementerian Kesehatan, 2018).

Di Indonesia, keamanan pangan olahan dan ultra-olahan berada di bawah otoritas dua regulator
utama, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang mensyaratkan makanan ultra-
olahan untuk didaftarkan dan memiliki izin edar, serta pemerintah daerah, yang mengeluarkan
izin untuk menyajikan makanan hangat dan untuk operasi industri makanan rumah tangga. Akan
tetapi, ada banyak jenis makanan yang dijual tanpa pendaftaran resmi dan izin edar (Wawancara
2,3,4&10).

Dalam studi suatu platform e-commerce Indonesia, Ernawanti et al. (2018) melaporkan bahwa
sekitar 35% dari makanan olahan kemasan yang dijual sebetulnya tidak memiliki izin atau label
makanan yang diwajibkan. Pada sebuah kasus tahun 2018, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
BPOM menemukan 14.553 buah makanan ultra-olahan tidak terdaftar senilai Rp7,21 miliar (USD
506.047) yang akan dijual tanpa izin melalui platform e-commerce (BPOM, 2019b).
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Tanpa pengawasan BPOM, penjualan makanan cenderung akan menimbulkan risiko keamanan
pangan (Wawancara 2, 3, 4 & 10). Pada 2018, BPOM (201%9a) memeriksa total 23.463 sampel
makanan terdaftar dan tidak terdaftar dan menemukan 14% dari semua sampel dan setengah
dari sampel makanan tidak terdaftar tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Makanan-makanan
tersebut mengandung zat berbahaya yang disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan,
sepertiformalin, borax, Rhodamin B,dan asam kuning (Metanil Kuning), atau menunjukkan adanya
kontaminasi mikrobial. Zat tambahan yang dilarang biasanya digunakan untuk ketahanan dan
pewarnaan makanan, sementara kontaminasi muncul sebagai dampak dari kurangnya praktik
higienis dan persyaratan sanitasi makanan (FAO 2017; Chrislia, 2017; Wawancara 1).

Selain kekhawatiran keamanan pangan umum ini, layanan pesan antar makanan daring juga
membawa tantangan keamanan pangan lainnya karena produsen dan konsumen terpisah
dengan adanya pihak ketiga dalam melakukan transaksi (Mahmoud, 2019; Food and Drugs

Administration, 2020; Godwin et al., 2014; Food and Drug Administration, 2019;
layanan pesan antar  \ayancara 1,2, 3, 4 & 10).
makanan daring

juga membawa
tantangan keamanan

Besarnya perluasan sektor makanan dalam ekonomi digital membutuhkan strategi
kebijakan yang dibuat dengan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Tanpa
pangan lainnya  pelaksanaan sistem keamanan pangan dan sistem pengawasan, ketersediaan
karena produsen dan  produk makanan tidak aman yang dijual melalui platform digital dan penanganan
konsumen terpisah  makanan tidak aman saat disiapkan dan diantar menimbulkan risiko bagi konsumen
dengan adanya (Wawancara 3 & 4). Meskipun banyak layanan pesan antar makanan menawarkan
pihak ketiga dalam  bahan makanan non-olahan dan olahan (NOVA kelompok 1 dan 2), makalah ini akan
melakukan transaksi. berfokus pada penjualan daring makanan olahan dan ultra-olahan (NOVA kelompok
3dan 4).




MASALAH KEAMANAN PANGAN PADA JASA
PESAN ANTAR MAKANAN DARING

Keamanan pangan membutuhkan partisipasi dan perhatian semua orang yang terlibat dalam
penanganan makanan dari kebun hingga ke meja. Hal tersebut mencakup setiap orang yang
menyiapkan, memasak, dan menangani makanan selama pemrosesan, setiap orang yang
menangani makanan sebelum meninggalkan toko, orang yang mengantar, dan akhirnya
konsumen.

Dilndonesia, karakteristik pedagang di sektor pesan antar makanan daring mewakili
industrimakananyang lebih luas. Mayoritas bisnis diindustri makanan adalah bagian
dari 93,7% pengusaha mikro dengan jumlah pekerja kurang dari empat orang. Ada
sekitar 1,5 juta pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 2,9 juta orang, termasuk industri makanan
pedagang kaki lima (warung) dan pengusaha rumah tangga. Usaha kecil dengan adalah bagian dari
lima hingga 19 pekerja berjumlah 6% di sektor industri makanan. Sementara usaha 93’7% pengusaha
menengah (20-99 pekerja) dan usaha besar (lebih dari 100 pekerja) hanya sejumlah
kurang dari 0,3% perusahaan di sektor industri makanan, mereka mempekerjakan
16% total pekerja—lebih dari 700,000 orang—di industri makanan dan minuman )
(EU-Indonesia Business Network, 2017). Banyak pedagang kaki lima dan industri kurang dari empat
rumah tangga berjualan melalui aplikasi makanan aggregator atau melalui aplikasi orang.

media sosial dan pengiriman pesan. Di antara 50.000 toko di GoFood di Indonesia,

kebanyakan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (LD FEB Ul, 2019; Wawancara

12).

Mayoritas bisnis di

mikro dengan
jumlah pekerja

Sektor pesan antar makanan daring merefleksikan industri makanan, sementara itu konsumen
layanan pesan antar makanan daring sangat berbeda dari konsumen Indonesia secara umum.
Pada umumnya, konsumen makanan di Indonesia memiliki daya beli yang rendah (Putri, 2018;
BPKN, 2016) dan masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah hingga menengah meletakkan
prioritas lebih pada harga makanan daripada kualitas makanan (Putri, 2018; Puspitasari, 2010;
Nababan, 2015). Konsumen pesan antar makanan daring biasanya lebih muda dan memiliki
preferensi berbeda: 45,1% berusia 25-34 tahun, kebanyakan adalah siswa atau pegawai (Statista,
2020; Suhartanto, et al., 2019). Bagi mereka, harga tidak diprioritaskan dibandingkan kinerja
sistem daring (termasuk ketersediaan dan keandalan aplikasi dan fitur pelacakan), kualitas
makanan yang diantarkan (seperti rasa, baik atau tidak untuk kesehatan, kesegarannya, dan
presentasinya), dan nilai yang ditawarkan dari penyedia jasa (seperti efisiensi dan kerahasiaan)
(Suhartanto, et al., 2019; Ilham, 2018). Konsumen daring mau memberikan toleransi terhadap
kenaikan harga atau biaya lebih tinggi daripada pembeli konvensional karena keuntungan yang
ditawarkan oleh jasa pesan antar makanan daring (Suhartanto et al., 2019; Prabowo & Nugroho,
2019).

Antara pesanan dari toko dan pengantaran ke konsumen, makanan ditangani oleh pengantar
(biasa disebut mitra) aplikasi makanan aggregator atau layanan antar pihak ketiga. Di Indonesia,
pengantar makanan umumnya menggunakan motor, membawa makanan dalam plastik atau
kantong kertas yang digantung di bagian depan sepeda motor. Gojek memiliki lebih dari dua juta
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jawab untuk
menghindari
kontaminasi
makanan dengan
mengikuti praktik

mitra GoRide (sepeda motor) dan GoCar (mobil) di seluruh Indonesia per Juni 2020

Penjual, pengantar, (Gojek, n.d.; Wawancara 12).
dan konsumen
berbagi tanggung Penjual, pengantar, dan konsumen berbagi tanggung jawab untuk menghindari

kontaminasi makanan dengan mengikuti praktik prosedur keamanan pangan yang
baik. World Health Organization (WHO) (2020) merekomendasikan lima langkah
utama untuk memastikan keamanan pangan:

1. Menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan sebelum dan selama
menyiapkan dan menangani makanan, mensanitasi semua permukaan dan
peralatan yang digunakan untuk menyiapkan makanan, dan melindungi area

prosedur keamanan memasak dan makanan dari serangga, hama, dan bintang lainnya.

pangan yang baik. 2. Memisahkan daging, unggas, dan hidangan laut mentah dari makanan

lain dan menggunakan peralatan dan perkakas terpisah untuk mengolah
makanan mentah guna menghindari kontaminasi.

3. Masak makanan dan panaskan makanan yang sudah dimasak dengan baik.

4. Simpan makanan pada suhu yang aman dengan menyimpan semua
makanan yang dimasak dan dapat basi dalam lemari pendingin atau simpan
makanan yang sudah dimasak dalam kondisi panas sebelum disajikan.
WHO merekomendasikan untuk tidak meninggalkan makanan yang sudah
dimasak pada suhu ruangan lebih dari dua jam.

5. Gunakan air dan bahan mentah yang aman dan jangan konsumsi makanan
setelah melewati masa kedaluwarsa.

Langkah-langkah tersebut dapat digunakan baik dalam transaksi makanan luring maupun
daring, tetapi ada beberapa pertimbangan tambahan dalam pengantaran makanan daring. Risiko
keamanan makanan muncul selama produksi dan penjualan makanan, pengantaran makanan,
dan konsumsi makanan.

A. Produksi dan Penjualan Makanan

Keamanan pangan saat produksi merupakan tanggung jawab penjual. Akan tetapi, banyak
penjual dalam jasa pesan antar makanan merupakan usaha mikro informal seperti pedagang
kaki lima dan pengusaha rumah tangga. Mereka cenderung memiliki pengetahuan yang minim
dan mengaplikasikan praktik penanganan yang buruk (Putri, 2018; Hariyadi & Dewanti-Hariyadi,
2006; Thio & Wijaya, 2010; Wawancara 4 & 10). Pedagang kaki lima bahkan mungkin tidak
memiliki akses ke fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti sanitasi dasar, air bersih,
penyimpanan dingin, atau listrik (Hariyadi & Dewanti-Hariyadi, 2006; Hariyadi, 2016; EIBN, 2017,
Wawancara 4).

Sayangnya, pesan antar makanan daring membuat konsumen kesulitan menghindari risiko
keamanan pangan (Wawancara 1, 2 & 4). Konsumen kekurangan informasi untuk secara akurat
menelaah risiko keamanan makanan karena informasi tidak disediakan pada platform dan
mereka tidak dapat menginspeksi proses disiapkannya makanan secara langsung (Ariyanti
& Hadita, 2017; Putri, 2018; Puspitasari, 2010; Wawancara 2). Tidak seperti konsumen yang
mengambil makanan mereka sendiri atau menyantapnya di sebuah restoran, konsumen yang
memesan secara daring tidak dapat secara fisik melihat tempat di mana makanan tersebut
disiapkan.




Pandemi Covid-19 telah menambah kekhawatiran akan hal ini. Meskipun 70% konsumen
melaporkan bahwa mereka lebih peduli tentang keamanan pangan selama pandemi ini
(McKinsey, 2020b), tetapi mereka tidak bisa memeriksa apakah toko penjual makanan mengikuti
protokol kesehatan yang direkomendasikan. WHO (2020) menganggap kemungkinan masyarakat
terpapar Covid-19 dari makanan atau bungkus makanan sangat kecil, namun mereka tetap
menawarkan beberapa rekomendasi untuk pekerja makanan untuk mengurangi risiko, seperti
mensanitasi permukaan tempat bekerja lebih sering dan menggunakan masker. Konsumen
daring tidak dapat mengecek apakah rekomendasi tersebut diikuti.

Hal lain yang juga menjadi kekhawatiran adalah pemberian label pada makanan. Label pangan
seperti yang didefinisikan oleh BPOM?® adalah setiap keterangan mengenai pangan yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,
dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan. Label* memberikan
informasi yang diperlukan kepada konsumen, seperti tanggal kedaluwarsa, informasi nutrisi,
informasi penyimpanan, izin edar, dan alamat produksi yang memungkinkan pelacakan (Thahara,
2013; Wawancara 2 & 4). Konsumen daring hanya dapat menginspeksi label ketika makanan tiba,
tidak seperti ketika membelinya langsung dari toko fisik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) menerima beberapa aduan pelanggan terkait makanan kedaluwarsa yang dibeli secara
daring (Wawancara 3).

B. Pengantaran Makanan Kemanan pangan

Pengantaran makanan mungkin adalah aspek yang paling signifikan dari saat pengantaran

pengantaran makanandaringyang membuatnyaberbedadengantransaksi makanan
tergantung pada

secara tradisional dan luring. Keamanan pangan saat pengantaran tergantung pada
si pengantar dan ditentukan dengan temperatur di luar, cuaca, durasi pengantaran, S| pengantar dan
dan pengemasan dan penyimpanan makanan yang baik (Hirschberg et al, 2016;  ditentukan dengan
Godwin et al., 2014; Orjuela-Castro, et al., 2019; New Markets Lab, 2019; Mahmoud, temperatur di

2019; Wawancara 1 & 4). luar, cuaca, durasi
Kekhawatiran akan keamanan pangan pada pengantarannya termasuk penanganan pengantaran' dan
yang tidak sesuai, yaitu ketika makanan diperlakukan tidak berbeda dengan produk ~P€ngemasan dan
yang tidak bisa rusak setelah meninggalkan toko atau restoran. Misalnya, kurangnya penyimpanan
penyimpanan dingin dan memadai dapat berakibat pada berkembangnya bakteri makanan yang baik .
patogen seperti E. coli, yang bisa menyebabkan diare, terkadang berdarah, dengan

kram perut akut selama tiga hingga tujuh hari setelah infeksi (Godwin et al., 2014;

Cassin, et al.,, 1998; Wawancara 4). WHO merekomendasikan untuk tidak meninggalkan makanan

yang sudah dimasak pada suhu ruangan lebih dari dua jam. Agar dapat mengikuti panduan ini,

si pengantar harus mengantarkan makanan dengan segera, terutama untuk makanan hangat.

Selain itu, mereka harus memperhatikan secara khusus kebersihan makanan, terutama dari

3 Definisi seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan
tersebut mengharuskan label untuk setidaknya mencantumkan nama makanan, daftar komposisi,berat/volume bersih, nama dan
alamat produksi atau importir, tanda halal untuk barang yang diwajibkan memiliki sertifikat halal, tanggal dan kode produksi,
tanggal kedaluwarsa, nomor dan kode terdaftar, serta asal.

* Label untuk produk pangan diatur oleh Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86
Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sanksi terkait label pangan termasuk denda, larangan penjualan sementara, pemulihan
dan kompensasi, dan pencabutan izin. Menurut UU Pangan, informasi yang salah dan disengaja serta iklan yang tidak sesuai dapat
dihukum hingga tiga tahun penjara atau denda maksimum Rpé6 miliar.
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serangga atau hama, selama perjalanan (Wawancara 4 & 10). Hal ini dilakukan dengan
menggunakan kemasan ekstra untuk melindungi makanan, seperti plastik atau kantong kertas
yang disediakan oleh toko. Sebagai bagian dari inisiatif lingkungan hidup untuk mengurangi
plastik sembari menjaga keamanan pangan, perusahaan transportasidaring kini secara bertahap
memberikan tas termal kedap udara yang bisa digunakan kembali untuk mitra pengendara
mereka, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Denpasar (Gojek,
2019; Grab Indonesia, 2019; Wawancara 12).

Selama pandemi Covid-19, prosedur pengantaran makanan memasukan protokol kesehatan
tambahan. Virus SARS-CoV-2 dapat dipaparkan ke pengantar yang terinfeksi melalui permukaan
yang kerap disentuh dan terkontaminasi, seperti kemudi, pegangan pintu, dan telepon genggam.
Aplikasi aggregator makanan, BPOM, dan pihak lainnya telah merespons dengan mengeluarkan
panduan tambahan untuk pengantaran makanan selama pandemi Covid-19 (FDA 2020; WHO
2020; Gojek 2020a; BPOM, 2020a). Panduan tersebut merekomendasikan pencucian tangan
atau penggunaan hand sanitizer yang lebih sering, penggunaan masker, memeriksa suhu tubuh,
menggunakan segel keamanan makanan, mensterilisasi area restoran secara rutin, menyediakan
fasilitas cuci tangan untuk staf dan supir, dan menjaga jarak aman dengan pengantar. GoFood
dan GrabFood telah menyediakan masker dan hand sanitizer untuk personil yang mengantarkan
makanan dan memperkenalkan pengantaran tanpa kontak untuk mengurangi adanya kontak
antara toko, pengantar, dan konsumen (Grab Indonesia 2020a; Gojek 2020a; Wawancara 12).

C. Konsumsi Makanan

Tautan terakhir dalam rantai pesan antar makanan daring adalah konsumen. Makanan yang
dipesan secara daring tidak segera dikonsumsi setelah disiapkan di kios atau restoran, maka
itu konsumen harus memastikan keamanan pangan setelah mereka menerimanya. Keamanan
pangan setelah diantar dipastikan melalui higienitas yang baik, menjaga suhu yang aman, atau
memanaskan makanan hingga lebih dari 60°C sebelum disajikan (WHO, 2020; Wawancara 4 &
10).

Sayangnya, banyak konsumen masih memiliki kesadaran keamanan makanan yang buruk
(Ariyanti & Hadita, 2017; Wawancara 4). Hanya 72% konsumen melaporkan selalu membersihkan
meja dan 73% mencuci tangan mereka sebelum mengonsumsi produk yang mereka

Konsumen mung Kin pesan (Nababan, 2015). Selain itu, banyak konsumen gagal untuk mengikuti instruksi

tidak mengikuti penyimpanan dan pemanasan yang ditempelkan pada produk. Sebuah studi tentang

standar keamanan penyajian susu formula bubuk untuk anak-anak menemukan bahwa dari 93% dan

makanan karena
rendahnya kesadaran,

97% responden mengetahui tentang instruksi penyimpanan dan penyajian, tetapi
17% menyatakan tidak selalu mengikuti instruksi penyimpanan dan 33% tidak selalu
mengikuti instruksi penyajian (Nababan, 2015). Studi lainnya tentang konsumen yang

terutama mengenai membeli makanan secara daring menemukan bahwa 54% konsumen daring selalu

entinanva higienitas, membaca label makanan, sementara 41% hanya kadang-kadang saja membaca
p gnya hig :

kebersihan pribadi label (Ernawanti et al., 2018). Konsumen mungkin tidak mengikuti standar keamanan

dan pencucian tangan

makanan karena rendahnya kesadaran, terutama mengenai pentingnya higienitas,
kebersihan pribadi, dan pencucian tangan yang baik (Hariyadi & Dewanti-Hariyadi

yang baik. 2006; Fardiaz, 2008; Wawancara 4). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018

melaporkan bahwa hanya setengah populasi di Indonesia di atas usia 10 tahun yang
mengikuti praktik cuci tangan yang baik (Kementerian Kesehatan, 2018).




TANTANGAN REGULASI DAN INSTITUSIONAL
UNTUK MEMASTIKAN MAKANAN YANG AMAN

A. Regulasi Produksi dan Penjualan Makanan

Dasar hukum utama untuk perlindungan konsumen di Indonesia adalah UU Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan, atau UU Pangan. UU Pangan mendefinisikan keamanan pangan sebagai
kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis,
kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga
aman untuk dikonsumsi. UU tersebut berfokus pada isu keamanan pangan di tahap produksi
dan penjualan melalui pendekatan berbasis risiko. Bab VII dan VIII (Pasal 67-107) meregulasi
sanitasi pangan, penggunaan bahan tambahan, produk rekayasa genetik, iradiasi pangan,
kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, jaminan produk
halal bagi yang dipersyaratkan, label dan iklan pangan. UU Pangan diberlakukan pada 2012
ketika pesan antar makanan daring masih dalam tahap awal (BPOM, 2018b, him. 17), UU Pangan
tidak membahas penjualan makanan secara daring, pengantaran makanan daring, dan peran
pihak ketiga.

Berbeda dengan UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 sebelumnya, UU Pangan Tahun 2012
memandatkan pemerintah daerah berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan
sebagai bagian dari upaya desentralisasi Indonesia yang lebih luas. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur provisi keamanan pangan dan
mendelegasikan tanggung jawab pada pemerintah daerah berdasarkan area distribusi pangan:
pemerintah pusat bertanggung jawab akan keamanan distribusi makanan segar internasional
dan antar provinsi, pemerintah provinsi memastikan keamanan distribusi makanan segar antar
kota, dan pemerintah kota atau kabupaten mengurus keamanan makanan segar
di dalam kota.

Undang-Undang Pangan kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang menggarisbawabhi

Peran dan tanggung
jawab sertifikasi
pra- dan pasca-pasar

persyaratan, tanggung jawab, dan otoritas, serta sanksi dan pelanggaran. dibagi ke kementerian,

Persyaratan dan tanggung jawab dapat diklasifikasikan secara luas menjadi tiga [embaga_ dan
area: standar operasi, sertifikasi pra-pasar, dan pengawasan pasca-pasar. pemerintah daerah

Konsisten dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014,

pengaturan standar tetap di bawah otoritas pemerintah pusat melalui BPOM dan tergantung dari Jenis
Kementerian Kesehatan. Sementara itu, peran dan tanggung jawab sertifikasi ~Pangan dan skala

pra- dan pasca-pasar dibagi ke kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisnis.
yang berbeda-beda tergantung dari jenis pangan dan skala bisnis.

yang berbeda-beda
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Tabel 1.

Peran dan tanggung jawab kementerian dan dinas untuk pangan olahan dan
ultra-olahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019.

Standar
operasi

Sertifikasi
pra-pasar

Pengawasan
pasca-pasar

Proses sertifikasi
pra-pasar merupakan
sesuatu yang berat
bagi usaha mikro,
kecil, dan menengah,
dan akhirnya

menjadi disinsentif
bagi mereka untuk
mendaftarkan usaha.

Ruang Lingkup

Kontaminasi dalam makanan olahan dan
ultra-olahan

Kontaminasi dalam makanan olahan siap saji
dan makanan olahan Industri Rumah Tangga
(IRT)

Bahan tambahan pangan lainnya, rekayasa
genetik, iradiasi

Kemasan makanan untuk makanan kemasan

Sertifikasi Kepastian Keamanan dan Kualitas
Pangan

I1zin distribusi untuk makanan olahan dan
ultra-olahan (kecuali untuk industri rumah
tangga dan untuk makanan dengan masa
kedaluwarsa kurang dari tujuh hari) (Kode
Makanan Dalam/Kode MD dan Kode Makanan
Luar/Kode ML)

I1zin produksi untuk makanan olahan dari
industri rumah tangga (kecuali untuk makanan
dengan masa kedaluwarsa kurang dari tujuh
hari)

Sertifikasi fasilitas produksi untuk makanan
siap saji

Makanan olahan dan ultra-olahan (kecuali
untuk makanan dari industri rumah tangga)

Olahan makanan dari industri rumah tangga

Makanan olahan siap saji

Kemasan makanan

mendaftarkan usaha.

Kementerian/Dinas yang

Bertanggung Jawab

BPOM

Kementerian Kesehatan
(Kemenkes)

BPOM

BPOM

BPOM

BPOM

Pemerintah kota/kabupaten, melalui
Dinas Kesehatan Masyarakat

Pemerintah kota/kabupaten, melalui
Dinas Kesehatan Masyarakat

BPOM

BPOM, pemerintah kota/kabupaten,
dan Kementerian Kesehatan

BPOM, pemerintah kota.kabupaten,
dan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan,
Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, BPOM

UU Pangan dan Peraturan Keamanan Pangan keduanya melibatkan sertifikasi pra-
pasar dan pengawasan pasca-pasar, namun pelaksanaannya sulit (Wawancara
4 & 10). Proses sertifikasi pra-pasar merupakan sesuatu yang berat bagi usaha
mikro, kecil, dan menengah, dan akhirnya menjadi disinsentif bagi mereka untuk

Misalnya, proses dan persyaratan untuk mendapatkan izin Produk Industri Rumah
Tangga (P-IRT) diatur oleh pemerintah daerah, tetapi berdasarkan Peraturan BPOM
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT. Di Jakarta, proses
tersebut mensyaratkan pendaftar untuk memasukkan 17 dokumen yang berbeda
dan menjalani sembilan tahap (DKI Jakarta, 2020). Akan tetapi, di Surabaya, proses




tersebut membutuhkan 21 dokumen dan 19 tahap (Surabaya Single Window, 2020). Baik Jakarta
dan Surabaya mensyaratkan Sertifikasi Keamanan Pangan untuk membantu meningkatkan
kesadaran di kalangan industri rumah tangga. Selain dari rumitnya proses P-IRT, UMKM juga
seringkali terpapar biaya tambahan ilegal yang dipungut oleh calo (Puri, n.d.). Hal tersebut
mungkin bisa menjadi penjelasan enggannya mereka untuk mendaftar serta prevalensi UMKM
informal di Indonesia.

Masalah dengan sertifikasi pra-pasar dapat menjadi masalah sistem keamanan pangan. Produk
bisnis informal lebih sulit dilacak dan diawasi (Wawancara 3 & 4). Untuk mendorong pengusaha
untuk mendaftarkan bisnisnya, Surabaya mengimplementasikan program Surabaya Single
Window yang memperbolehkan sebagian dari proses registrasi untuk dilaksanakan secara
daring. Sistem daring tersebut juga menyediakan protokol standar dan informasi tentang biaya
administrasi, sehingga mengurangi kemungkinan adanya biaya tambahan ilegal.

Sementara itu, pengawasan pasca-pasar menderita kekurangan sumber daya manusia (SDM)
yang terampil dan ahli yang ada di Indonesia (McCarthy, 2004, him. 1201). BPOM mengklaim
bahwa mereka mengalami kekurangan pegawai dan tidak dapat mengimbangi kenaikan beban
pekerjaan yang disebabkan perluasan pasar pangan. BPOM perlu meningkatkan pengawasan
pra- dan pasca-pasar terhadap makanan olahan dan ultra-olahan (BPOM, 2018b, hlm. 16, him.
18; Putri et.al., n.d., hlm. 14; Adisasmito, hlm. 20-21), tetapi meningkatkan jumlah pegawai tidak
menjamin kinerja dan pengawasan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan dan keahlian di
BPOM juga menyulitkan pelaksanaan pengelolaan keamanan pangan yang efektif.

Undang-undang dan peraturan yang sudah ada mengharuskan pemerintah pusat dan daerah
untuk mengelola pengetahuan dan kompetensi® dalam hal keamanan pangan, namun SDM dan
pengelolaan sangat minim (BPOM, 2018b, hlm. 17; Azhari et al., 2010; Angriawan & Mutiarin,
2019; Simarmata, 2016, him. 12-13). Pada 2018, 17,1% pegawai BPOM tidak memenuhi standar
kompetensi yang dibutuhkan (BPOM, 2019a, hlm. 285). Contohnya, 10,58% pegawai BPOM yang
bekerja untuk Deputi Pengawasan Pangan Olahan tidak memiliki gelar sarjana atau pendidikan
tinggi. Situasinya bahkan lebih buruk di tingkat daerah, di mana 32,61% personil di BPOM
daerah (biasanya disebut Balai Besar POM, Balai POM, atau Loka POM) tidak menyandang gelar
pendidikan tinggi.

Mendelegasikan tanggung jawab untuk pengawasan pasca-pasar kepada pemerintah daerah
juga dapat menciptakan standar dan praktik keamanan pangan yang tidak seragam, karena
tergantung pada kapasitas masing-masing kota/kabupaten.

Desentralisasi secara umum dilihat sebagai hal yang positif karena bisa memindahkan fungsi
politik dan administratif ke pemerintah daerah (Hadiz, 2004, him. 697-698). Dalam hal keamanan
pangan, pengaturan seperti yang disebutkan di atas mendekatkan proses pengawasan ke penjual
dan konsumen. Akan tetapi, pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih rendah, baik dalam
hal memberikan pelayanan maupun mengelola keuangan (Nasution, 2016; Wawancara 4 & 10).

*Kompetensiyang disyaratkan untuk level supervisor di pemerintah pusat dan daerah seperti yang tertera pada Pasal 53 Peraturan
Keamanan Pangan.
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Ketika pemerintah daerah tidak memprioritaskan keamanan pangan sebagai layanan dan
program utama, maka mereka tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk pengawasan
keamanan pangan yang layak (Hanif, 2017, hlm. 21). Kurangnya pendanaan secara umum dikutip
menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah daerah tidak bisa merekrut pegawai dengan
jumlah yang cukup, membangun infrastruktur yang layak, atau mengadakan pelatihan untuk
bisnis untuk memastikan keamanan pangan (DPR, 2019; Angriawan & Mutiarin, 2019, hlm. 58;
Hanif, 2017, hlm. 56; Putri et al. n.d., p. hlm. 12.; Saputra, 2014; Azhari et al., 2010). Terlebih lagi,
koordinasi antara BPOM dan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah tetap sporadis dan
minim mekanisme formal. Oleh karena itu, pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif
pemerintah daerah (Wawancara 4 & 10).

Ditambah lagi, keterlibatan pemerintah daerah menambah kerumitan koordinasi kebijakan
nasional, dan dapat mengesampingkan perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif
di Indonesia (Hadiz, 2004; McCarthy, 2004, hlm. 1200; Wawancara 4 & 10). Pembagian tanggung
jawab untuk keamanan pangan di Indonesia membuat koordinasi kegiatan penyidik dari BPOM,
pemerintah daerah, pengawas daerah dari kantor BPOM di daerah menjadi lebih sulit (BPOM,
2018b, hlm. 17-18, hlm. 43; Tresya, 2018; Hermanu, 2016; Angriawan & Mutiarin, 2019, hlm. 55;
Putri et al. t.t., hlm. 15; Wawancara 4 & 10). Hal tersebut telah berdampak pada pengawasan
teknis sirkulasi pangan yang kedaluwarsa dan tidak terdaftar (Saputra, 2014). Tanggung jawab
yang terpisah-pisah menjadi beberapa bagianitu juga dapat memperlambat respons penyebaran
wabah keracunan makanan mengingat Peraturan Keamanan Pangan memandatkan bahwa jika
ada kasus penyebaran dan darurat terkait keamanan pangan, maka upaya penanggulangan
pemerintah daerah harus dikoordinasikan dengan atau disetujui oleh Kementerian Kesehatan
dan BPOM (Pasal 57).

Koordinasi seluruh upaya keamanan pangan dilakukan melalui Jejaring Keamanan Pangan
Nasional (JKPN), dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, dan diimplementasikan oleh BPOM (BPOM, 2018a). JKPN bekerja di bawah Sistem
Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), yang bertujuan untuk memastikan keamanan pangan dari
ladang hingga ke meja makan (BPOM, 2018a). JKPN memliki tiga kelompok kerja: Jejaring
Intelijen Pangan (JIP), Jejaring Pengawasan Pangan (JPP), dan Jejaring Promosi Keamanan
Pangan (JPKP) (BPOM, 2013; BPOM, 2018a). Ketiga kelompok kerja tersebut memainkan
peran yang berbeda-beda. Mereka bertukar informasi seperti data pengawasan, inspeksi, dan
penelitian keamanan pangan (JIP); mereka bekerja sama menyiapkan standar dan prosedur,
menginspeksi dan memberikan sertifikat untuk produksi pangan dan izin edar, dan melakukan
tes laboratorium (JPP); dan mereka mengembangkan informasi keamanan pangan dan materi
edukasi dan program komunikasi untuk masyarakat (JPKP). Akan tetapi, SKPT dan JKPN
masih dianggap lemah, dan hal tersebut berujung pada koordinasi yang buruk di antara badan
pemerintah dan implementasi sistem keamanan pangan yang tidak efektif (Hermanu, 2016, hlm.
426; Hermanu & Handayani, 2019, him. 8-10.).




B.Peraturantentang Pangandi E-commercedan Pesan Antar Makanan
Daring

Baik UU Pangan maupun Peraturan Keamanan Pangan Nomor 86 Tahun 2019 tidak membahas
penjualan pangan di e-commerce. Penjualan pangan di e-commerce diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan
peraturan yang terkait, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan
Makanan yang Diedarkan secara Daring. Peraturan PMSE tersebut mencakup transaksi semua
jenis barang dan jasa dan mengatur tanggung jawab pelaku usaha, termasuk pengumpulan
data; iklan elektronik; konfirmasi transaksi elektronik; perlindungan data pribadi; pembayaran
elektronik yang aman; pengiriman; prosedur penukaran dan pembatalan serta sengketa
penyelesaian masalah dalam perdagangan elektronik. Peraturan PMSE dan Peraturan Keamanan
Pangan juga memberikan mekanisme ganti rugi sebagai salah satu sanksi administratif yang
memungkinkan apabila ada sengketa atau pelanggaran dalam penjualan daring dan/atau
penjualan pangan daring melalui Kementerian Perdagangan (transaksi daring), BPOM (pangan
olahan dan ultra-olahan), kementerian lain®, atau pemerintah daerah.

Sementara itu, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 berfokus pada pengawasan peredaran
obat-obatan dan makanan melalui e-commerce. Peraturan tersebut mencakup penjualan melalui
platform toko itu sendiri atau melalui platform/operator sistem elektronik, termasuk mitra
pengantaran pihak ketiga, yang tidak diatur dalam UU Pangan dan Peraturan Keamanan Pangan.
Dengan peraturan ini, toko yang menjual pangan tidak aman di e-commerce dapat diberikan
sanksi oleh BPOM dalam bentuk peringatan, rekomendasi untuk menutup usaha, pemblokiran
akun pada platform e-commerce, dan penarikan kembali barang yang dijual.

Ada kesenjangan antara Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Keamanan
Pangan yang sebelumnya dalam hal sertifikasi pra-pasar. Peraturan Keamanan Pangan
(Pasal 34) mengecualikan industri rumah tangga dari persyaratan yang mengharuskan
mereka mendapatkan izin edar. Akan tetapi, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 (Pasal 16)
mensyaratkan semua pangan olahan dan ultra-olahan yang dijual secara daring untuk memiliki
izin edar, kecuali untuk makanan siap saji. Otoritas mana yang relevan tidak jelas, karena
Peraturan Keamanan Pangan yang mengatur industri rumah tangga ada di bawah otoritas
pemerintah kota/kabupaten, sementara izin edar merupakan tanggung jawab BPOM.

Kesenjangan regulasi juga ada dalam hal pengawasan penjualan pangan di e-commerce.
Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tidak mengatur pihak ketiga dalam penjualan pangan.
Peraturan tersebut mengakui peran pihak ketiga sebagai pengantar tetapi tidak mengatur
mekanisme teknis dan panduan untuk menentukan pertanggungjawaban dan pengawasan yang
baik dalam proses pengantaran antara penjual pangan dan pengantar. Masalah ini sebagian
disebabkan oleh kegagalan untuk mengatur langkah-langkah yang jelas terkait penjualan jarak
jauh dan pelacakan’ (Khoifin & Nimsai, 2018).

¢Kementerian lain bisa ikut terlibat berdasarkan jenis pangan yang dijual. Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan untuk pangan segar, Kementerian Perindustrian untuk pangan dengan rekayasa genetik. Permohonan ganti rugi juga
bisa dilakukan melalu pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kota/kabupaten), tergantung dari tanggung jawab masing-masing
institusi.

"Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tidak secara eksplisit menjelaskan proses penelusuran
pangan. Sistem penelusuran dalam Hazard Critical Control Points (HACCP) atau International Organization for Standardization
(ISO) 22000, tetap secara sukarela; satu-satunya peraturan pemerintah yang menyebut proses transportasi/pengiriman (salah
satu komponen yang bisa ditelusuri) untuk penjualan jarak jauh adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Perusahaan
di Indonesia kebanyakan menjalankan langkah sukarela dan sistem yang dapat ditelusuri yang melebihi persyaratan legal (Khoifin
& Nimsai, 2018).




A E E — — E E —E—————————————————————————————————————

pelaku bisnis untuk
melacak informasi

Keterlacakan distribusi makanan adalah kemampuan untuk mengawasi produk,

Tanpa keterlacakan melacak riwayat dan peredarannya, untuk menyimpan data secara sistematis, dan
yang baik, sulit bagi untuk mengecek keamanan pangan dan pengawasan kualitas di seluruh rantai
para regu[ator dan pasok dari ladang hingga ke meja makan seperti yang dibutuhkan (Narsimhalu et

al., 2015, him. 18). Keterlacakan untuk UMKM Indonesia tetap sulit karena teknologi
dan kerangka kerja hukum untuk pelaksanaannya terbatas (Khoifin & Nimsai, 2018,
hlm. 153-154). Tanpa keterlacakan yang baik, sulit bagi para regulator dan pelaku

yang dibutuhkan bisnis untuk melacak informasi yang dibutuhkan melalui rantai pasok pangan,

melalui rantai pasok terutama dalam hal penarikan kembali. Pasar daring mengizinkan pelaku bisnis

dalam hal penarikan
kembali.

pangan, terutama untuk mengedarkan produk mereka dengan mudah di lintas yurisdiksi, hal tersebut

semakin membuat rumit proses yang ada. Meningkatkan keterlacakan memberikan
data dan penyimpanan informasi tentang di mana dan bagaimana pangan tersebut
diedarkan.

Satu-satunya persyaratan untuk pengantar pihak ketiga dalam Peraturan BPOM
Nomor 8 Tahun 2020 adalah tentang pengemasan saat pengiriman yang dapat melindungi
pangan dari kemungkinan terkontaminasi. Pasal 19 mengatur tanggung jawab toko/restoran
dan/atau pihak ketiga saat proses pengantaran: mereka harus mencegah kerusakan kemasan
pangan saat pengantaran, mengantarkan pangan dalam kemasan tertutup, dan menjaga kondisi
pengantaran yang sesuai dengan karakteristik produknya. Layanan pengantaran makanan
seringkali menggunakan tas plastik tambahan selain kemasan tertutup yang disyaratkan dalam
peraturan sebagai lapisan pertama kemasan pangan atau agar dapat diantar oleh pengantar
yang menggunakan sepeda motor sehingga bisa dibawa dengan aman.

Penggunaan lapisan ekstra kemasan pangan ini bertentangan dengan inisiatif pemerintah
untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Per Juli 2020, 23 pemerintah kota/kabupaten
dan tiga pemerintah provinsi telah melarang penggunaan plastik sekali pakai, termasuk ibu
kota Indonesia, Jakarta. Peraturan penggunaan kantong plastik sekali pakai muncul sebagai
respons untuk meningkatkan kesadaran dampak lingkungan yang negatif dari sampah plastik.
Saat pertemuan tahunan World Economic Forum, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Indonesia mengumumkan rencana untuk mengurangi limbah plastik sebanyak 70%
dalam lima tahun, dan bahkan lebih ambisius lagi, untuk sepenuhnya bebas polusi plastik pada
tahun 2040 (Pandjaitan, 2020). Kementerian Keuangan juga mengumumkan rencana untuk
memberlakukan tarif plastik secara nasional (Kementerian Keuangan, 2019).

Peraturan plastik sekali pakai berbeda-beda berdasarkan yurisdiksinya. Peraturan Daerah
DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah
Lingkungan berlaku mulai 1 Juli 2020 dan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di
supermarket dan oleh toko berlokasi di pusat perbelanjaan, pasar, mini market, termasuk juga
restoran dan penjual makanan lainnya. Peraturan tersebut membutuhkan tas belanja yang bisa
digunakan kembali alih-alih kantong plastik sekali pakai. Pelarangan tersebut tidak membedakan
jenis kantong plastik sekali pakai, jadi alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti kantong
plastik yang terbuat dari plastik daur ulang atau tas yang bisa terurai yang dibuat dari tumbuhan
seperti singkong atau rumput laut juga dilarang (World Economic Forum, 2018; Indonesia Plastic
Recycling Association, 2018; Wawancara 11). Peraturan Daerah Bali Nomor 97 Tahun 2018
bahkan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan styrofoam untuk
semua bentuk usaha. Peraturan itu diadopsi baru-baru ini, maka terlalu cepat untuk mengatakan
apakah efektif dalam mengurangi limbah plastik di Indonesia.




Pelarangan kantong plasik sekali pakai memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan Pelarangan kantong

bagi penjual makanan dan jasa pengantar makanan. Menurut bukti anekdot dari
wawancara dengan seorang supir pengantar di DKI Jakarta, setelah pelarangan

plasik sekali pakai

tersebut diberlakukan, penjual dan pengantar telah beradaptasi dengan peraturan memiliki konsekuensi
tersebut dengan cara beralih ke tas kertas atau tas mereka sendiri yang bisa Yang tidak d||ng|nkan

digunakan kembali untuk mengantarkan makanan (Wawancara 8 & 9). Alternatif bagi penjual
tersebut cenderung kurang cocok untuk mengantarkan makanan. Tas kertas bisa makanan dan jasa

mudah sobek dengan beban yang agak berat, selain itu tas ini juga tidak tahan air
(Carbon Neutral Charitable Fund, 2020), sementara tas yang bisa digunakan kembali
memiliki risiko kontaminasi ketika digunakan untuk berbagai keperluan dan jarang
dicuci (Williams et al., 2011).

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran tentang transmisi virus melalui tas
yang dapat digunakan kembali, terutama kepada orang yang terlibat dalam menyiapkan dan
mengantarkan makanan, yang menyentuh banyak tas dalam keseharian mereka. Kekhawatiran
tersebut telah membuat beberapa negara bagian dan perusahaan di Amerika Serikat untuk
menarik kembali larangan kantong plastik sekali pakai (Calma, 2020; Scaraboto, Joubert, &
Gonzalez-Arcos, 2020). Tanpa alternatif yang cocok agar dapat mengantar makanan dengan
aman, larangan penggunaan plastik sekali pakai menambah risiko keamanan makanan dalam
pengantarannya.

Kantong yang dapat terurai atau terkompos telah disebut sebagai pengganti yang potensial
untuk kantong plastik konvensional. Akan tetapi, kantong tersebut lebih mahal karena biaya
material yang mahal serta proses produksi yang rumit (Cho, 2017). Selain itu, dampaknya
terhadap lingkungan masih diperdebatkan. Sebuah studi menemukan kantong yang bisa
dikompos atau terurai mempunyai tingkat penguraian yang berbeda di tanah, air, atau udara
terbuka, tanpa ada bukti akhir bahwa kantong tersebut hancur lebih cepat dibandingkan kantong
plastik konvensional (Napper & Thompson 2019). Investasi alternatif yang tahan lama dan ramah
lingkungan untuk plastik penting, tetapi teknologi yang tersedia mahal dan akhirnya permintaan
juga terbatas, terutama dari UMKM yang sangat memperhatikan masalah biaya (World Economic
Forum, 2020, him. 15; Purwoko & Wibowo, 2018).

Pemerintah dapat mengakselerasi adaptasi alternatif plastik dengan memberikan insentif
kepada industri untuk berinovasi dan untuk mengadopsi teknologi baru (World Economic Forum,
2020, hlm. 33) melalui kebijakan seperti subsidi untuk penelitian dan pengembangan materiyang
dapat terurai sebagai ganti plastik pada umumnya (Purwoko & Wibowo, 2018). Pengampunan
pajak, seperti kredit pajak dan pengurangan nilai pajak perusahaan, dapat berlaku sebagai
insentif untuk berinvestasi pada teknologi dan penelitian lingkungan, sementara subsidi dapat
menurunkan harga alternatif plastik guna meningkatkan produksi dan konsumsi alternatif ini.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2013, hlm. 34) menyarankan
untuk mendorong penelitian, inovasi, dan investasi melalui dana, pinjaman dan subsidi; insentif
pajak dan langkah-langkah fiskal; dan cara untuk mengurangi biaya produksi bioplastik.
Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok menawarkan relaksasi pajak
untuk perusahaan yang melakukan penelitian dan investasi di sektor ini (OECD, 2013, hlm. 37).
Penelitian oleh Haddad et al. (2018, hlm. 7) menemukan bahwa mensubsidi konsumsi bioplastik
dapat menghasilkan penurunan 2-4% pada produksi plastik berbahan dasar fosil.

pengantar makanan.
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Kosongnya peraturan tentang penjualan makanan daring diprediksi akan terisi oleh Pasal 23
RUU Pengawasan Pangan dan Obat-Obatan. RUU tersebut akan mewajibkan distributor pangan
daring (olahan dan ultra-olahan) untuk melakukan semua standar dan persyaratan keamanan
pangan, mengajukan izin yang diperlukan, memastikan praktik produksi dan distribusi yang
baik, dan menyediakan label yang diwajibkan. RUU ini ada dalam Program Legislatif Nasional
(Prolegnas) di DPR dan dalam tahap pembahasan di parlemen komisi IX, yang mengawasi
masalah kesehatan, tenaga kerja, dan populasi (BPOM, 2020b; DPR, n.d.).




N

INISIATIF SEKTOR SWASTA

Pelaksanaan keamanan pangan oleh pemerintah sendiri sulit karena adanya UMKM informal
serta tantangan institusional dan regulasi, maka dari itu keamanan pangan juga bergantung
pada inisiatif sektor swasta yang datang dari pedagang makanan dan pihak ketiga di e-commerce.
Penilaian sistem keamanan pangan di Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Eropa menandakan
bahwa sistem pelaksanaan yang holistik untuk keamanan pangan di e-commerce harus
melibatkan sektor swasta melalui pengaturan bersama dan pengaturan mandiri bersama-
sama dengan pelaksanaan dari pihak pemerintah (New Markets Lab, 2019). OECD (2015) juga
mencatat bahwa pengaturan mandiri sebuah industri dapat melengkapi peraturan pemerintah
untuk menanggulangi masalah konsumen.

Pengaturan mandiriuntuk melaksanakan standarkeamananpanganjugamerupakankepentingan
sektor swasta. Perusahaan harus bisa memenuhi permintaan konsumen akan keamanan pangan
dan higienitas yang meningkat supaya dapat memenangkan pasar (Johns, 2015). Apabila sebuah
toko atau perusahaan gagal untuk memasok makanan yang aman, mereka berisiko merusak
reputasi mereka, kehilangan keuntungan dan pangsa pasar, menghadapi sanksi atau penalti,
atau bahkan masalah hukum yang menyebabkan biaya besar (Henson & Hooker, 2001).

Kepatuhan terhadap persyaratan keamanan pangan di restoran dan toko pangan di Indonesia
tergantung pada prosedur yang disyaratkan dan ukuran toko tersebut. Thio dan Wijaya (2010,
hlm. 642) menemukan bahwa restoran di Surabaya memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi
dalam menjaga kondisi yang baik untuk bahan baku dan makanan siap saji mereka, menghindari
kontaminasi makanan, dan memastikan kebersihan peralatan yang digunakan. Namun, ada
tingkat kepatuhan yang rendah dalam hal mencuci buah dan sayur dan menjaga serta menyajikan
makanan pada suhu yang tepat. Studi yang sama menemukan restoran berukuran sedang lebih
cenderung patuh daripada restoran kecil (Thio & Wijaya, 2010).

Sebuah studi tentang pedagang kaki lima di Jakarta menemukan bahwa kebanyakan dari mereka
sudah sadar dengan risiko keamanan pangan yang disebabkan oleh jarang mencuci tangan, tidak
menggunakan sabun, dan pencucian piring yang tidak bersih, tetapi minimnya akses ke fasilitas
mencuci dan sumber finansial akhirnya menyebabkan kesadaran tersebut tidak dipraktikkan
(Vollaard et al., 2004).

Aplikasi aggregator
Aplikasi aggregator pangan juga melakukan pengawasan mandiri dengan pangan juga
mengembangkan prosedur standar operasi untuk layanan pesan antar makanan daring
mereka. Mereka menggunakan selotip untuk menunjukkan pada kosumen bahwa
makanan sudah dikemas secara baik setelah meninggalkan restoran dan ditangani

melakukan
pengawasan

secara aman selama proses pengantaran. Langkah tersebut membantu baik konsumen mandiri dengan
maupun aplikasi dengan mencegah kontaminasi selama pengantaran dan mengurangi mengembang kan
risiko masalah keamanan pangan serta pengaduan konsumen. Selain selotip, aplikasi prosedur standar
juga biasanya m.enawarkan kartu keterangan pengiriman untuk memastikan bahwa staf operasi untuk layanan
restoran dan mitra pengantar telah lolos pengecekan suhu dan dalam keadaan sehat.

Mereka juga menyediakan pelatihan dan pengingat bagi para penjual untuk mengikuti pesan antar makanan
standar keamanan pangan dan protokol Covid-19 (Grab Indonesia, 2020b; Gojek, 2020c). daring mereka.

(=)
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Syarat dan

Platform juga menyediakan mekanisme ganti rugi untuk konsumen. Pengaduan, seperti
kemasan makanan yang sudah terbuka, kesalahan pemesanan, pengantaran terlambat, dan
kasus-kasus keracunan makanan, dikelola oleh platform. Konsumen dapat meminta tindak
lanjut langsung, tetapi syarat dan ketentuan platform menjelaskan bahwa platform tidak bisa
bertanggung jawab untuk masalah keamanan pangan. GrabFood secara eksplisit
menyatakan bahwa masalah keamanan pangan adalah tanggung jawab penjual
dan GoFood juga menyatakan para penjual bertanggungjawab untuk kualitas dan

ketentuan platform keamanan pangan (Gojek, 2020d; Grab, 2020). Ketentuan tersebut sesuai dengan
menjelaskan bahwa  Pasal 18 Peraturan PMSE Nomor 80 Tahun 2019, yang juga menunjuk penjual
platform tidak bisa sebagai pihak yang bertanggung jawab, bukan platform. Hal itu cukup beralasan

bertanggung jawab
untuk masalah

karena platform pengantaran makanan daring berlaku hanya sebagai mediator atau
kurir antara konsumen dan penjual apabila ada kasus sengketa yang muncul. Kalau
penjual melakukan pelanggaran standar keamanan makanan, platform juga bisa

keamanan pangan. memberikan sanksi administrasi kepada penjual atau kurir, termasuk pemblokiran

layanan. (Gojek 2020d; Grab, t.t.). Setelah investigasi laporan, Gojek juga akan
mengembalikan biaya pesanan makanan (Wawancara 12).

Terakhir, aplikasi aggregator makanan telah menginisiasikan kampanye ramah lingkungan.
Salah satunya adalah ketika konsumen yang meminta peralatan makan plastik sekali pakai,
maka mereka harus mencentang kotak di dalam aplikasi karena peralatan tersebut tidak
disediakan secara otomatis (Gojek, 2020b; Grab Indonesia, 2020c). Gojek melaporkan bahwa 17,4
kali lebih banyak penjual memilih opsi ini sejak awal 2019 dan 97% konsumen memilih untuk
tidak menggunakan plastik dan peralatan makan sekali pakai ketika mereka harus memilih.
Hal tersebut diperkirakan telah mencegah 6,2 ton limbah plastik sekali pakai pada tahun 2019
(Gojek, 2020b). Sebagai bagian dari kampanye ramah lingkungan, aggregator makanan telah
mulai menyediakan tas pengantaran kedap udara bagi para kurir/supir guna mengurangi
penggunaan kantong plastik—tetapi opsi ini baru mulai ditawarkan kepada beberapa pengantar
yang diprioritaskan berdasarkan jumlah pesanan Gofood. (Gojek, 2019).

A. Pengalaman Inisiatif Sektor Swasta Internasional

Inisiatif sektor swasta di Indonesia untuk keamanan pangan masih relatif baru dan tidak
sistematis, sementara inisiatif sektor swasta di negara dan komunitas ekonomi yang lain lebih
kuat dan dapat memberikan beberapa informasi bagi pemerintah dan perusahaan Indonesia.

Terutama pengalaman di Uni Eropa (UE) dan Republik Rakyat Tiongkok yang sangat bermanfaat.
Uni Eropa mempraktikkan kolaborasi pemerintah-swasta dalam menentukan standar dan
implementasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengaturan bersama tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan fleksibilitas usaha yang diatur, meningkatkan peran pengawasan badan swasta,
memperbaiki aturan kepatuhan dan mengurangi pengeluaran pemerintah (Rouviere & Castwell,
2012; Narrod et al.,, 2009; Chen et al., 2015; Hood et al., 2001). Hal tersebut mendorong kepatuhan
melalui cara inspeksi yang efektif, mekanisme reputasi berbasis pasar, penalti yang efektif, dan
praktik kode privat (Martinez et al., 2007; Chen et al., 2015). Standar kepastian keamanan pangan
secara sukarela seperti ISO 22000 digunakan secara luas di industri makanan Eropa, di luar dari
standar wajib Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) berbasis perusahaan di Uni Eropa.




Seperti di Indonesia, Uni Eropa juga kesulitan untuk melaksanakan persyaratan regulasi
keamanan pangan untuk bisnis daring. Bisnis pangan tidak terdaftar dapat dengan mudah
masuk dan keluar pasar daring tetapi sulit untuk diidentifikasi (European Commission, 2018).
Mengenali tantangan itu, Komisi Eropa meluncurkan program UE terkoordinasi pertama untuk
produk pangan yang ditawarkan secara daring di tahun 2017 (European Commission, 2018),
yang memperbolehkan pengawasan lintas perbatasan dan inspeksi pelaku jual beli. Bantuan
administratif dapat diminta dari sistem daring terintegrasi bernama Administrative Assistance
and Cooperation. Isu kesehatan dapat diangkat melalui Rapid Alert System for Food and Feed
(RASFF). Selain itu, program The Better Training for Safer Food oleh Komisi yang sama juga
melibatkan kursus teknik investigasi pangan di e-commerce untuk badan inspeksi pangan di
seluruh wilayah UE (AENOR, 2017).

Kota-kota di Republik Rakyat Tiongkok, Beijing dan Shenzhen, telah memperkenalkan pengaturan
bersama dalam sistem keamanan pangan mereka (New Markets Lab, 2019; Liu et al., 2019).
Sistem tersebut memfasilitasi berbagi informasi oleh platform e-commerce dan perusahaan
pangan swasta dan mewajibkan mereka untuk mengalokasikan dana keamanan pangan untuk
penilaian risiko di bawah panduan Dinas Pangan dan Obat-Obatan Republik Rakyat Tiongkok
di kota terkait. Berbagi informasi mengizinkan konsumen untuk mengidentifikasi pelanggaran
keamanan pangan, membuat keputusan dengan informasi yang lengkap, dan meminta ganti rugi.
Sistem pengaturan bersama ini dapat mengurangi beban regulasi sembari juga meningkatkan
pelaksanaan keamanan makanan.
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REKOMENDASI

Platform pesan antar makanan dari dua platform transportasi online berkontribusi senilai
Rp18 triliun pada 2018 dan Rp37 triliun pada 2019, dengan demikian berkontribusi senilai
USD 3,86 juta kepada perekonomian Indonesia (LD FEB Ul, 2019; Tenggara Strategics & Centre
for Strategic and International Studies, 2020). Akan tetapi, pesan antar makanan daring juga
memiliki tantangan keamanan tersendiri.

Kerangka kerja regulasi dan institusional untuk keamanan pangan di Indonesia telah mulai
mengurusi isu-isu spesifik dalam ranah e-commerce, namun pelaksanaannya juga tetap sulit
dilakukan pada sektor yang memiliki banyak usaha informal dan tantangan institusional. Tiga
rekomendasi praktis untuk reformasi regulasi dan institutional akan mendukung keberlanjutan
pertumbuhan pasar ini sembari juga meningkatkan akses konsumen ke pangan yang aman.

A. Menyederhanakan sertifikasi pra-pasar untuk industri

rumah tangga

Sulit untuk mengawasi bisnis informal atau untuk menelusuri kegiatan mereka ketika ada
pelanggaran keamanan pangan. Bisnis informal juga cenderung berbahaya jika mereka tidak
sadar akan standar keamanan pangan. BPOM menemukan bahwa setengah dari pangan tidak
terdaftar di Indonesia tidak memenuhi syarat. Akses formal ke pasar melalui sertifikasi pra-
pasar dapat menanggulangi masalah-masalah tersebut, tapi prosesnya rumit dan membebani,
terutama untuk unit usaha rumah tangga. Akhirnya, banyak penjual di sektor pangan Indonesia
tetap informal.

Kesenjangan antara persyaratan izin yang diatur oleh Peraturan Keamanan Pangan Nomor
86 Tahun 2019 dan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 membuat situasi semakin buruk.
Peraturan BPOM sebaiknya diubah untuk memperjelas persyaratan izin untuk penjualan pangan
daring. Izin untuk unit usaha rumah tangga sudah termasuk dalam P-IRT, maka izin edar lain
seharusnya tidak perlu lagi.

Otoritas pemberi sertifikasi pra-pasar untuk unit usaha rumah tangga ada di pemerintah kota/
kabupaten melalui dinas kesehatan masyarakat, maka menyederhanakan sertifikasi pra-pasar
tergantung pada inisiatif yang diambil oleh setiap pemerintah kota/kabupaten. Badan-badan
pemerintah tersebut sebaiknya mempertimbangkan untuk mengurangi persyaratan administratif
dan menyederhanakan proses pendaftaran bisnis makanan. Proses registrasi UMKM juga harus
menargetkan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik mereka alih-alih menghukum
mereka untuk menjadi unit usaha formal (World Bank, 2000), serta meningkatkan pengetahuan
mereka tentang standar dan protokol keamanan pangan di luar menyediakan pengawasan dan
memastikan kepatuhan. Registrasi harusnya sederhana dan hanya membutuhkan biaya yang
sedikit serta waktu yang pendek untuk memastikan UMKM dapat memenuhi kepatuhan tanpa
mengganggu bisnis mereka dan menyebabkan biaya lain. Registrasi juga akan membantu
konsumen untuk mengarahkan keluhan mereka kepada unit usaha yang bertanggung jawab.

Sertifikasi yang disederhanakan dapat diproses melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
perizinan pangan. Proses ini harusnya menjaga sertifikasi keamanan pangan yang diminta tetapi




mengurangi persyaratan administratif seperti peta lokasi usaha, foto area produksi, dan salinan
catatan penjualan. BPOM dan Kementerian Kesehatan juga sebaiknya mempertimbangkan untuk
menyediakan materi informasi® tentang keamanan pangan yang dapat diakses dan digunakan
oleh pemerintah kota/kabupaten selama proses perizinan untuk meminimalisasi biaya dan
menyelaraskan informasi mengenai peraturan keamanan pangan.

B. Memberlakukan pengaturan bersama dalam hal kerangka kerja

regulasi untuk keamanan pangan

Pengaturan bersama adalah bentuk hybrid dari regulasi di mana pemerintah dan pihak swasta
mengkoordinasikan kegiatan regulasi mereka dan mengambil pendekatan berbasis risiko
untuk pengelolaan keamanan pangan (Martinez et al., 2013). Pengaturan bersama mengetahui
adanya kekurangan sumber daya yang membuat pelaksanaan keamanan pangan pemerintah
sulit, selain itu metode ini juga menanggulangi kesulitan tersebut melalui keterlibatan sektor
swasta. Di lain sisi, pengaturan mandiri sukarela yang ‘'murni’ tidak cukup di Indonesia, terutama
ketika tingkat kesadaran standar keamanan pangan kurang. Pihak swasta harus mampu untuk
mengkomunikasikan secara efektif kepada pemerintah agar dapat mengadopsi dan mematuhi
peraturan keamanan pangan di seluruh rantai pasok.

Pengaturan bersama di Uni Eropa menawarkan sebuah cara regulasi yang fleksibel dan tidak
ambigu untuk keamanan pangan. Beijing dan Shenzhen telah mengadopsi sistem pengaturan
bersama untuk mengizinkan peran swasta yang lebih besar dalam mengelola keamanan pangan.

Pengaturan bersama dalam sistem keamanan pangan Indonesia membutuhkan tiga komponen:

1. Menghadirkan keahlian pihak swasta dalam proses perencanaan kebijakan
Keterlibatan pihak swasta dapat meningkatkan hasil dari upaya regulasi. Sistem
ini juga memperbolehkan mereka untuk menyesuaikan persyaratan yang spesifik
dengan sektor industrinya, dan itu berpotensi mengurangi biaya kepatuhan
(Martinez et al., 2013, hlm. 1109). Keterlibatan dapat dicapai dengan membawa
pihak swasta ke dalam proses kebijakan melalui konsultasi pemangku kepentingan
pada tahap awal proses pembuatan keputusan regulasi. Hal tersebut dapat berupa
dialog pemerintah-swasta saat menulis kebijakan keamanan pangan. Prosesnya
sebaiknya dimulai dengan pembahasan RUU Pengawasan Pangan dan Obat-Obatan
untuk memastikan bahwa pihak swasta memberikan masukan dan mengerti logika

dari RUU tersebut.

2. Kerangka kerja regulasi untuk keterlibatan sektor swasta
Pemerintah harus menunjuk peran lebih besar untuk pihak swasta, atau menyetujui
dan mengetahui kegiatan pengawasan sektor swasta dalam pelaksanaan kebijakan
mereka (Martinez et al., 2013, him.1106). Contohnya, pemerintah dapat bekerja
sama dengan asosiasi bisnis untuk menyediakan ‘daftar peringatan’ perusahaan

8 Persyaratan dan spesifikasi material keamanan pangan diatur dalam peraturan teknis, misalnya Peraturan BPOM Nomor 22
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12-14 untuk pangan dari industri rumah tangga.
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pangan yang tidak mengikuti standar keamanan pangan. Dalam kerangka kerja
yang ada, ‘daftar peringatan’ hanya dikeluarkan oleh dan di antara kementerian,
misalnya antara Kementerian Perdagangan dan BPOM. Mengizinkan asosiasi
bisnis untuk mengawasi anggota mereka akan melindungi konsumen dengan
mensejajarkan perlindungan dengan reputasi seluruh sektor bisnis. Selain itu,
pemerintah harus meregulasi pertukaran informasi yang efektif antara pemerintah
dan industri sebagai komponen dari RUU Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan

yang saat ini dalam tahap pembahasan.

3. Hubungan yang kuat antara pemerintah dan konsumen
Konsumen juga memiliki peran penting dalam pengaturan bersama. Pemerintah
harus melibatkan asosiasi konsumen dalam proses regulasi. Suara mereka dapat
memberikan masukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan standar
keamanan pangan serta sistem pengaduan dan ganti rugi untuk masalah keamanan

pangan ketika konsumen mengidentifikasinya.

C. Merevisi pelarangan plastik sekali pakai untuk pengantaran

makanan olahan

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan pelonggaran kebijakan pengurangan plastik
untuk pengantaran makanan olahan sampai alternatif yang lebih baik telah tersedia. Upaya
oleh pihak swasta untuk menyediakan tas kedap udara yang dapat digunakan kembali untuk
supir/kurir pengantaran makanan daring masih terbatas. DKI Jakarta dan Bali, bersama dengan
pemerintah daerah lainnya yang memberlakukan kebijakan plastik, harus mempertimbangkan
untuk memperpanjang masa transisi kebijakan ini untuk pengantaran makanan daring.
Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kembali untuk mengizinkan plastik sekali
pakai yang ramah lingkungan, seperti yang terbuat dari plastik daur ulang atau dari material
yang dapat terurai seperti singkong dan rumput laut sebagai solusi sementara bagi pengantaran
makanan yang menyeimbangkan keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Akan tetapi,
dalam jangka panjang, opsi zero-waste yang tahan lama seperti tas pengantaran kedap udara
harus semakin tersedia di pasar guna mematuhi peraturan.

Alternatif tas sekali pakai lebih mahal, maka pemerintah pusat dan daerah harus memberikan
insentif kepada pihak swasta, termasuk UMKM, untuk mendorong kemasan yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Riset dan Teknologi harus bekerja
dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat (termasuk akademisi, lembaga riset, dan NGO)
untuk mendorong upaya inovatif guna menemukan alternatif jangka panjang untuk plastik
melalui penelitian dan pengembangan. Terakhir, insentif fiskal, seperti pengampunan pajak atau
nilai atau subsidi pajak minimum, harus diberikan kepada perusahaan yang mengembangkan
alternatif ini.
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AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui Supporters Circles, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk
melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia
yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam Supporters Circles, supporters akan mendapatkan keuntungan dengan
terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. Supporters bisa mendapatkan:

e Undangan Tahunan Gala Dinner CIPS

e Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS

e Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS

e Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat
bulan, lewat email dan video mengenai CIPS

e Mendapatkan hard-copy materi publikasi CIPS (lewat permintaan)

< D> < D>

Dharma Club Wijaya Circle

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.
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Pindai untuk bergabung
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